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PENETAPAN
Nomor 0128/Pdt.P2017/PA TLG
il s

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara
Permohonan Isthat Nikah yang diajukan oleh

Abdul latif bin Latif, tempar tanggal lahir Kertasari, 20 Februari 2017, umur 68
tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Padak
Baru, RT 004 RW 003, Desa Labuhan Kerasan, Kecamatan Taliwang
Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjumya disebut sebagai - “Pemohon [

Aisyah binti Tunggu tempat tanggal Kertasan 03 Nopember 1954, umur 62 tahun,
agama Islam, pekenjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Padak
Baru, RT.004 RW 003 Desa Labuhan Kertasan, Kecamatan Taliwang,
Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai - “Pemohon 1™

Selanjumya disebut schagai Para Pemohon

= Pengadilan Agama tersebut -
= Telah membaca berkas perkara,
= Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeniksa bukn-bukt;:

TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon 11 dengan surat permohonannya
tenanggal 13 Oktober 2017 yang terdaflar di Kepaniteraan  Pengadilan Agnr;la
Taliwang dengan register Nomor 0128/ Pdt.PR017/PA TLG tanggal 13 Oktober
2017, mengemukakan hal-hal scbagai berikut
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Bahwa pada mnggal 02 Mei 1971, para Pemohon melangsungkan pernikahan
menurut agama Islam di Dusun Padak Baru, RT 004 RW 003, Desa Labuhan
Kertasani, Kecamatan Taliwang. Kabupaten Sumbawa Barat:
Bahw:padlmlpamhhmtctscwaamlmlbcmnusjcjnhdalmumzs
tahun dan Pemohon 11 berstatus perawan dalam usia 23 tahun. pemikahan
dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemobon II dan saksi nikah 2
(dm)ormgbmunuSabmgdanSamdcngmmaskawincmuBgmmdankebm
97 are dibayar tunai,
BahmmmmPunoMnndakndlpmdunnasab.pemlmnkmbu
muﬂadmpuulunmmsaumcmuhisywdmﬁdakmlmgm
untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam mavpun
peraturan perundang-undangan yang berfaku;

Bahwa selama pemikahan Pemohon | dan Pemohon 11 hidup rukun dan telah
dikarumia 2 orang anak bernama Zainuddin dan Yuslina:

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu
gtngﬂpanikahmm?anotmtascbmdmselmnmpnﬂnm?anotm
tetap beragama Islam;

Bahwa sampai sckarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan akta nikah
karcna pemikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama
Kecamatan sctempat, dengan alas an kelalaian para Pemohon dan factor
ekonomi, sementara sant ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut
untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak Juga untuk kepentingan
hokum lainnya,
BabwamjumPemo!nnldecmolxmllmgajukmpamdmninu&lah
dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus mengurns Buku Nikah;
Panohonnuﬁmugudibchuhndmbhylpuhmdmgannhnnkm
miskin,
Baduhnm-hnwwbutdim.PmPanolnnmdmugaer

Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara 1m, selanjutnya
menjatuhkan penetapan yang amarmya berbuny1 sebaga berikut,
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PRIMER

I.Mcngabulhnpmnolnnmml’amlm.

2, Menynukmnhpanihlunl’anohmldmgnnf'cuxﬂnnll yang dilaksanakan di
pada tanggal 02 Mei 1971di laksanakan di Desa Labuhan Kertasan. Kecamatan
Taliwang. Kabupaten Sumbawa Barat,

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya |

Menimbang, bahwa untuk memenuhi  ketentuan  Buku 11 (Pedoman
Pelaksansan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) maka perkara ini telah
diumumkan selama 14 hari yakmi terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2017 sampai
dengan tanggal 30 Oktober 2017,

Memmbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para
Pemohorl hadir menghadap di persidangan, majelis hakim telah berusaha
membenkan pengarahan dan penjelasan terhadap sehab akibat dari pemikahan yang
tercatat (1sbat mikah);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon vang
mlksuddnnisin_w(aapdipcmlmuhnold:mhnolm;

Menimbang, bahwa guna mencguhkan dalil-dalil permohonannya. Para
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa: ’

I. Fowkopi KTP An. Pemohon | Nomor 5207022002490001 tanggal 12 Februari

2013 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat telah ditempel dengan

Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh

Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang

temyata cocok, diben tanda (P.2);

Fotokopi KTP An. Pemohon 11 Nomor 5207024311320001 tanggal 16 Februari

2017 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat teluh ditempel dengan

Materai secukupnya dan dmazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh

Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang

temyata cocok, dibeni tanda (P 3);

Menimbang, bahwa selain bukti surai-surat tersebut, Para Pemohon Juga
mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama Abdurrahman bin Makka dan Saru

"~
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bin Hasan saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut |

hnmksumgeml?un?emolm:cbagnipumgmmiimi.nksx
merupakan tetangga Para Pemohon |

Para saksi mengetahui bahwa agad nikah dilaksanakan di Desa labuban
Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barm pada mnggal 02
Mei 197 I secara Hukum Islam, wali nikah Bapak Pemohon 11 dengan dua orang
sakslymuSlbnngdlnSuudmglnmﬂmbmmm8gmndmmhkcbun
97 are dibayar tunai;

Para saksi mengetahui bahwa pada saat agad nikah, Pemohon | berstatus Jejaka
dan Pemohon 11 berstatus gadis;

Para saksi mengetahui bahwa penikahan Para Pemohon dilakukan as dasar
persaujmnPu:Panohonunpndnpakmmutckmmdmmhnkmpm.

Para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak
mempunym halangan hukum untuk menikah, karena keduanya tidak memiliki
hubungan nasab atau hubungan sesusuan ataupun hubungan lam yang dapat
menghalang pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon 11:

Para saksi mengetahui bahwa selama pernikahan, Para Pemohon telah hidup
mkunsaukcdumy-udnkpcmhbutambaﬂ&diluumaupmdidcpm
Pengndilan;

Para saksi mengetahui bahwa sclama hidup bersama schagai suami istri tidak
ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas perkawinan Para Pemohon:

Para saksi mengetahui bahwa maksud Para Pemohon mengajukan pengesahan
nikah karena untuk memperoleh kepastian hukum dan pengurusan Buku Nikal;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan

saksi-saksi dan selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan |
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Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang
lewamdllunbuinmpundmgmmmlpukmhgsmymgukwpmhhndm
penctapan i,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tyjuan permohonan Para Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas |

Menimbang, bahwa untuk memenubi ketentuan Buku Il (Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkam i telah
diumumkan selama 14 hari yakni terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2017 sampai
dengan tanggal 30 Oktober 2017 dan temyata selama Pengumuman tersebut tidak
ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberstan atas perkawinan Para
Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan,
bahmmmkamhhmsmwmmmmynngmcn&nhmuhbaﬂamun
Hukum Islam pada tanggal 02 Mei 1971 dengan wali nikah Bapak Pemohon 11
dmksikmolcthmgsaksidengmmnkmnkmpaamsngndmtmab
kehmmmdibayntmdmsdnmapamhhmlcmbmudakpcmahwm sertiy
pemikahannya tidak pemah dicatt oleh Pegawai Pencatat Nikah schingga tidak
mempunyai bukti nikah |

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang dikonstatir tersebut di atas,
mnknynnghumdibuhikmoldnpan?anobondnlun perkara a qou adalah

I Bamhbpua?cmolnnlchhmdlkmkmpanihhnnmhukmulslundm
terpenubi syarat dan rukun nikah ?
.Bauduhpnnﬁanobontidakladapnhlhngmbukummuhmxgmumuk
menikah ?
3.anrhhpnn?emolmtchhhidupmkundmdmuiddamnumhunggnhmggn
telah dikaruniai anak serta tidak pemah cerai 7

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, laly didukung
oleh bukti P2 dan P3 serta keterangan para saksi di persidangan, maka harus
dmyaukmtah:hihhmpm?mxﬂmnmhhwmganmymgwwmm

L
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administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempar tinggal di Kabupaten
Sumbawa Barat dan lagi pula sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam, maka permohonan ltsbat Nikah adalah termasuk salah satu perkara
Voluntair yang dapat diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama dan
oleh karenanya perkara i termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang ;
Menimbang, bahwa para Pemohon dissmping mengajukan bukti surat, di
persidangan juga mmghnditkm2omxgsaksi,saksu-saknnmseanlupm
munbaikamwmmdawkokmmmsaahmmmumnihhms
dilaksanakan secara syariat Islam oleh Para Pemohon kesaksian mana diberikan di
bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalaman
smdiﬁkmmmnhwﬁbamnlmpmgdnhmpmnqadmhhwubul
bahkmmjldnsaknmkm&ctmgmmmaksiymgmudcmnm
yang lainnya saling mendukung dan saling bersesunian, schingga Majehs Hakim
berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi svarat formil dan
syarat materil, oleh karenanya dapat ditenima dan dijadikan scbagai alat bukti yang
mempunyai nilat pembuktian |
Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang
disjukan oleh Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut |
- BahwaPunohonldeemohoullemchngmnghnpunihhmsewu
syari'at  Islam  dengan wali nikah Bapak  Pemohon I
dengan maskawin berupa emas 8 gram dan tanah kebun seluas 97 are dibavar
tunai serta dihadin oleh 2 orang saks: | -
- Bahwnpemlkahm?ano!mldm?anolmlllid&kmclmswlnmw
pemnikahan,
- BahwapatﬁhhmPanotmldecmolmlludaktcrwmpuhKUA
Kecamatan setempat |
Menimbang, bahwa berdasarkan fikta tersebut diatas, maka diketahui bahwa
perkawinan para Pemohon tersebut termmyata dilaksanakan setelah berinkunya
Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 schingga semestinya bertentangan dengan
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p’cnjclaun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (2) item (22) jucto
Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) -

Menimbang, bahwa meskipun demikian perkawinan tersebut tidak termasuk
perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum
lslunPnsal?O.knmanpynngpaludikedq)mkm“spmmhmmkah\mg
demikian itu adalah azaz keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tenuma.bqu'
Pemohon 1] sdakuistmymgmngkuhbandadalampoa'si lemah dan juga
perlindungan hukum atas status dan masa depan anak yang dilahirkannya selama
perkawinan tersebut memenuhi syarat rukunnya, sesuar ketentuan syanat Islam dan
Peraturan Perundang-Undangan |

| Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta tersebut pula, maka dapat
diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun
perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, 17,18,
19 dan 20 serta ketentuan Pasal 24 sampar dengan Pasal 33 jo. Undang-Undang
Nomor | Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 huruf (c) dan Pasal $ jo Kompilasi Hukum
Islam Pasal 55 ayat (2), pasal 57 huruf (c) dan pasal 58 ayat (1) huruf (a dan b) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
maka Pengadilan Agama berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan
dalam kondisi yang memang bervifar eksepsional, oleh karenanya permohonan Para
Pemohon a guo dapat dikabulkan -

Menimbang, bahwa oleh karcna perkara ini termasuk bidang perkawinan.
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No,7 Tahun 1989 sebagmmana 1cluh
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor
50 wahun 2009, bia_vapahnwmdlbcbunkmkqndapml‘mmhonmmun
demikian berdasarkan Putusan Sela Nomor O128/Pdt P2017/PA Tlg tanggal 09
Nopember 2017 Para Pemohon dibebaskan dari semua biaya vang umbul dalam
perkara ini karena miskin

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaky serta hukum
Islam yang berkaitan dalam perkara ini;
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MENETAPKAN

I Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya |
Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I {Abdul Latif bin Latif) dengan
Pemohon 11 (Aisyah binti Tunggu) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1971
di Desa Labuhan Kertasani, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat:
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara i karena miskin:

Demikian ditetapkan di Taliwang dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Taliwang pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 Miladiah
bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1439 Hijriyah oleh kami Nurrahmawaty,S.H.1
sebagm Ketus Mujelis, Nuruf Fauziah,S.Ag dan Unung Sulistio Hadi,S.H.LM.H
masing-masing sebagai Hakim Anggota. penetapan  mana diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu Sultanuddin, S.H
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadini oleh Para Pemohon:

"

Hakim-Hakim Anggota

[ fch

Nurul Fauziah § Ag.

Ketua Majelis

vy
Unung Sulistio Hadi S H.I.M.H d gganti

S H
Perincian Biaya perkara mihil
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